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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTEfU DALAM NEGERI

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! DALAM NEGERI,

: a. bahwa Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
mengamanatkan biaya kegiatan pemillhan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dibebankan pada Anggaran Pendaptan dan Belanja
Qaerah;

b. bahwa untuk memenuhl asas efisiensi, efektifitas transparansi dan
akuntabilitas keuangan daerah, diperlukan pedoman pengelolaan dan
pertanggungjawaban belanja pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 217 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam
Negerl memberlkan pedoman dan standar mencakup aspek
perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualltas,
pengendallandan pengawasan;.

d. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
.a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan pedoman pengel61aan dan
pertanggungjawaban belanja pemllihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dengan Peraturan Menterl Dalam Negerl;

1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara RepubllkIndonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
.(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran. Negara Republlk Indonesia
Nomor4355); .. .

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara RepubllkIndonesia Nomor 4400);
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4. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerlntah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaandan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesl\9 Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 4022);

6, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakll Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4480);

7. KeputusanPresidenRepublikIndonesiaNomor61Tahun2004 tentang
Perubahi:ln atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pe,laksanaanPengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
77);

8. Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, PelaksanaanTata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerahi

~~,

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
PEMIUHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 1

.
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~
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Dalam PeraturanMenteriDalamNegerllnlyangdimaksuddengan:
1. Dewan PerwakilanR(3kyatD(3erahyang selanjutnyadisebut DPRDadalah lembaga

perwakil~nrakyatdaerahsebagalunsurpenyeJenggarapemerintahandaerah. '

2. Daerah'otonomselanjutnyadisebutdaerahadalahkesatuanmasyarakathukumyang
,mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahandan kepentinganmasyarakatsetempatmenurutprakarsasendiriberdasarkan
aspiraslmasyarak(3tdalamslstemNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

3. pemilihan Kepala Da,erahdan Wakil KepalaDaerah secara langsung yang selanjutnya
disebut Pllkadaatau Pemllihanadalah sarCInapelaksanaankedaulatanrakyat di wllayah
Provlnsl dan/atau KabupatenjKotaberdasarkanPancasJladan Undang-UndangDasar
NegaraRepublik.IndonesiaTahun 1945 untuk memilih KepalaDaerahdan Wakil Kepala
D(3erah.

4. Pendanaanadalahsemuaaktivitasberkaitandenganpengelolaansumberpendapatandan
pem(3nfa(3tanbelanj(3daerahuntuk mencapaitujuan dart kegiatanyang memenuhiprinsip
efisiensi,efektivitas,transparansldanakuntabilitas.

5. Anggaran Pendapatandan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN,adalah rencana
keuangantahunanpemerintahannegarayangdisetujuloleh DewanPerwakilanRakyat.

. 6. Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah, selanjutnyadlsebut APBD,adalah rencana
keuangantahunanpemerintahandaerahyangditetapkandenganperaturandaerah.
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7. Pendapatandaerah adalahsemua hakdaerah yangdiakuisebagalpenambahnilaikekayaan
bersihdalam periode tahun anggaranyangbersangkutan.

8.B.elanja' daerah adalah'semua kewajibandaerah yang diakuisebagai pengurangnitai .'

kekayaanbersihdaiam periode tahun anggaranyang bersangkutan.

9. KomisiPemillhanUmumDaerahyang selanjutnyadisebut KPUDadalah KPUDsebagaimana
dlmaksud dalam Undang-UndangNomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang.khusus
untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap
Provinsidanjatau KabupatenjKota. .

10. Panitla pemllihan Kecamatan, Panitla pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana

. pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakll kepala daerah Dada tingkat
Kecamatan, -DesajKelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara.

~1. Panitia pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang. selanjutnya
disebut Panwas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRDyang melakukan
pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemitlhan.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala BadanjDinasjBirojBagian Keuangan
Provinsi, KabupatenjKota yang mempunyai tugas mengelola APBD.

BAB II
PENGANGGARAN

pasal2

(1) Belanja pemilihan Gubernur dan WakilGubernur dibebankan DadaAPBDProvinsi.

(2) BelanjapemilihanBupatidan WakllBupatiatau Walikotadan WakilWalikotadibebankan
. DadaAPBDKabupatenjKotamasing-masing.

Pasal3

(1) BelanjaPilkadayang dibebankandalamAPBDdialokasikanuntuk:

a. .belanjapegawai;

b. belanjabarangdan jasa;

c. belanjaoperasi;dan

d. belanjakontinjensi.

(2) Belanja pegawal dianggarkan untuk mendanal honorarium dan uang lembur KPUD,
. honorarium PPK,PPS, KPPSdan Panwas. .

(3) Belanjabarang dan jasa dianggarkanuntuk mendanai kebutuhan barang dan jasa dalam
. rangkapenyelenggaraanPilkada. .

(4) Bel.anja operasi dianggarkan untuk mendanai kegiatan sehari-hari untuk kelancaran
penyelenggaraan pemilihan yang memberi manfaat dalam jangka pendek.. ,

(5) Belanja kontinjensi dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sangat diperlukan untuk
menanggulangi kekurangan belanja barang dan jasa serta belanja operasl, guna menunjang
kelancaran penyelenggaraan Pilkada. '



Pasal 4

(1) Standar.belanja pegawalsebagaimanadimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam
LampirahI Peraturan inj.

(2) Standar harga satuan tertlnggi atas belanja barang dan jasa selta belanja operasl
sebagaimana dimaksuddalam Pasal3 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkandengan Keputusan
KepalaDaerah. .

(3) Penentuan standar harga satuan tertinggl untuk belanja barang/jasa dan operasi
sebagaimanadlmaksudpada ayat (2) supaya mempertimbangkanalas efisiensi,kepatutan
dan kewajaranyangdlsesualkandenganhargayangberlakusetempat. .

(4) KeputusanKepalaDaerah sebagaimanadimaksudpada ayat (2) wajibdlsebarluaskanagar
masyarakat/khalayak ramal mengerti/memahamlIsl dan maksud yang terkandung di
dalamnya.

(5) Belanjakontinjensl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) paling tlnggi 10%
(sepuluhpersen) dart nilalbelanjabarangdan jasa serta belanjaoperas!.

Pasal5

(1) KPUDdan Panwas menyusun rencana keglatan dan anggaran (RKA)Pilkada.
. ,

(2) penyusunan RKAPilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prestasi kerja
yang akan dlcapai dengan memperhatlkan prinsip efislensi, efektivitas, transparan dan
akuntabel. .

pasalG

(1) KPU Provinsl menyusun RKApemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencakup
kegiatan dan ariggaran belanja KPUProvlnsl, KPUKabupaten/Kota, PPK,PPS dati KPPSdl
wilayahProvinsiyang bersangkutan. '.

(2) Panwas Provinsi menyusun RKAPanwas pemllihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang
mencakup kegiatan !:Iananggaran belanja Panwas Provlnsl, Panwas Kabupaten/Kota dan
Panwas Kecamatan di wilayah Provinsiyang bersangkutan.

Pasal7

(1) KPUKabupaten/Kota menyusun RKApemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
WakilWalikota, yang mencakup kegiatan dan anggaran belanja KPUKabupaten/Kota, PPK,
PPS dan KPPSdi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(2) Panwas Kabupaten/Kota menyusun RKAPanwas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil' Walikota yang mencakup kegiatan dan anggaran belanja Panwas
Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan di wllayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal8

r
I
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(1) Dalam hal pemilihan' Gubernur dan Wakil Gubernur' diselenggarakan dalam waktu
bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Walikota dan Wakil
WaIikota, maka untuk efislensl dan efektivltas anggaran, pelaksanaan pemilihan dapat
dilakukan denganpendanaan bersama.



(2) PengatLiranmengenai pola pendanaan bersama Pilkadasebagaimanadimaksudpada ayat
(1) difasilitasiolehGubernurdan ditetapkandengan PeraturanGubernur.

Pasal9

(1) penyusunan RKAKPUProvinsi dan Panwas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
. masing-masingdituangkandalam formatyang tercantum dalam LampiranII dan Lampiran
III Peraturan ini.

(2) penyusunan RKAKPUKabupatenjKota dan Panwas KabupatenjKota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 masing-masing dituangkan dalam format yang tercantum dalam Lampiran IV
dan Lampiran V peraturan into

(3) RKAKPUDdiajukan Ketua KPUDdan RKAPanwas diajukan oJeh Ketua Panwas kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

(4) RKAsebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama antara Tim Anggaran Eksekutif
Daerah dengan KPUDatau Panwas.

(5) Pembahasansebagaimanadimaksudpada ayat (4) untukmenilaikesesuaiandengan rincian
kebutuhan belanja, standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4
serta menilai tingkat kewajaran dan kepatutan antara beban tugas dan belanja yang
direncanakan dikaitkan dengan prestasi kerja yang akan dicapaijdihasilkan.

(6) RKAyang telah dibahas, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maslng-masing disusun ke
dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)Sekretariat Daerah dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari RASKSekretariat Daerah yang sewaktu-waktu dapat dijadikan
sebagai sumber informasl apabila diperlukan.

Pasal10

(1) RASK5.ekretariat Daerah Provinsi untuk belanja pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
sebagaimanadimaksuddalam pasal9 ayat (6)terdiridariRASKuntuk belanja KPUProvinsi
dan RASKuntuk belanja Panwas Provlnsi.

(2) RASKSekretariat Daerah Provinsi untuk belanja KPUProvinsi mencakup kebutuhan belanja
KPU Provinsi, KPU KabupatenjKota, PPK, PPS, dan KPPS di. wilayah Provlnsi yang
bersangkutan. .

(3) RASKSekretarlat Daerah Provlnsi untuk belanja Panwas Provlnsl mencakup kebutuhan
belanja Panwas Provinsi, Panwas KabupatenjKota dan Panwas Kecamatan di wilayah
Provinsiyang bersangkutan. .

Pasal 11

(1) RASKSekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk belanja Pemilihan Bupati dan WakilBupati
atau Walikota dan WakilWalikotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) terdlridart
RASKuntuk belanja KPUKabupaten/Kota dan RASKuntuk bel~nja Panwas Kabupat~n/Kota.

(2) RASKSekretariat Daerah KabupatenjKota untuk belanja KPUKabupatenjKota mencakup
kebutuhan belanja untuk KPU KabupatenjKota, PPK, PPS, dan KPPS di wilayah
KabupatenjKota yang bersangkutan.

(3) RASKSekretariat Daerah KabupatenjKota untuk belanja Panwas KabupatenjKota mencakup
kebutuhan belanja Panwas KabupatenjKota dan panwas Kecamatan . di wilayah
KabupatenjKota yang bersangkutan. .



Pasal12

(1}-pencantuman belanja Pilkada dalam RASK Sekretariat Daerah .untuk belanja KPUDdan "

Panwas dlrlncl menurut kelompok belanja, jenls belanja, obyek belanja, s(;\mpaldengan
rincian objek belanja sesual dengan kode rekenlng berkenaan, sedangkan penjabaran lebih
lanjutdart rincianobyekbelanjadiuraikanpada lampiranRASK.

(2) FormatRASKSekretariat. Daerah untuk belanja Pilkadatercantum dalam Lampiran V~

Pasal13

(1) penganggaran "belanja Pilkada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDProvinsi
dan KabupatenjKota dianggarkan pada Sekretariat Daerah sebagai berikut :

a. uraian jenis belanja : Bantuan Keuangan

b. uralan obyek belanja : Belanja Pilkada Rp...........

(2) Penganggaran belanja Pilkada dalam Rancangan Peraturpn -Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Provinsi dan KabupatenjKota, dianggarkan pada Sekretariat Daerah
sebagai berikut :

a. uraian jenis belanja

b. uraian obyek belanja

c. uraian rincian obyek belanja

: Bantuan Keuangan

: Belanja Pilkada .......

: 1. Belanja KPUD......

2. BelanjaPanwas......

Rp...........

Rp ..

Rp...........

Pasal14

(1) Dalam hat keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk menyedlakan dana Pilkada
. tidak d~pat dibebankandalam 1 (satu) tahun anggaran, daerah dapat membentukDana

Cad~mganBelanjaPilkada. .

(2) Pembentukan, penganggaran dan pelaksanaanjpenatausahaan Dana Cadangan Belanja
Pllkada sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan. .

BABIII
PELAKSANAAN DAN PENA TAUSAHAAN

Pasal15

(1) Sekretaris Daerah menyusun dan menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)
Sekretariat Daerah untuk belanja Pilkada setelah Peraturan .Daerah tentang APBDdan
PeraturanKepalaDaerahtentang PenjabaranAPBDditetapkan. .

(2) DASKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampalkan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan, KPUDdan Panwas.

(3) DASK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk belanja KPU Provlnsi mencakup
kebutuhan belanja KPU Provlnsi, KPUKabupatenjKota, PPK, PPS, dan KPPS dl wilayah
Provinsiyang bersangkutan; ,

(4) DASKSekretariat Daerah Provinsl untuk belanja Panwas Provlnsi mencakup kebutuhan
belanja Panwas Provlnsi, Panwas KabupatenjKota dan Panwas Kecamatan. di wilayah
Provinsiyang bersangkutan.



Pasal 16

(1) DASKSekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk belanja pemilihan Bupati dan WakilBupati
atau Walikota dan WakilWalikota terdirl dari DASKuntuk belanja KPUKabupaten/Kota dan
DASKuntuk belanja Panwas Kabupaten/Kota.

(2) DASKSekretariat daerah Kabupaten/Kota untuk belanja KPU Kabupaten/Kota mencakup
kebutuhan belanja untuk KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dl wilayah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(3) DASK Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk belanja Panwas Kabupaten/Kota
mencakup kebutuhan belanja Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan di wilayah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal17

(1) Pencantumanbelanja Pilkadadalam DASKdirincimenurut kelompokbelanja,jenis belanja,
obyek belanja, sampai dengan rinclan objek belanja sesuai dengan kode rekening
berkenaan, sed!3ngkanpenjabaran leblh lanjut darl rinclanobyek belanja diuralkanpada
lampiranDASK.

(2) Format DASKSekretariatDaerah untuk belanja Pilkadatercantum dalam LampirariVII
Peraturanini.

Pasal18

DASK Sekretariat Daerah untuk belanja Pilkada merupakan acuan pelaksanaan dan
pengendalianbelanjaPilkada.

Pasal19

(1) Untuk tertib pengelolaan belanja Pilkada, Ketua KPUDdan Ketua Panwasdengan keputusan
menetapkan bendahara dan atasan langsung bendahara.

(2) Tugas dan tanggungjawab atasan langsung BendaharaKPUDatau Bendaharapanwas
meliputi:

a. melakukan penge,ndalianterhadap penggunaan anggaran;

b. melakukanpemeriksaankasbendaharasekurang-kurangnya1 (satu) kali dalam3 (tiga)
bulanyangdituangkandalamBeritaAcara PemeriksaanKas(BAPK);dan

c. bertanggungjawabkepadaKetuaKPUDatauKetuaPanwa~~

(3) Tugas dan tanggungjawabBendaharaKPUDatau BendaharaPanwasmeliputi:

a. melaksanakanpembayaransetelah meneliti kelengkapandan menguji kebenaran
perhitungantagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar
atasan langsung bendahara;

b. wajib mengadakanpencatatan/pembukuansecaratertib dan teratur terhadap setiap
transaksipenerimaandanpembayaran; , .

c. bertanggungjawab,atas isidan keselamatan kas yang dikelola;
, , ,

d. bertanggungjawabsecara pribadiatas pembayaranyang dilaksanakannya;
, ,

e. membuat laporanrealisasipenerimaandan pengeluarankas/barang;dan

f. bertanggungjawabatas'pelaksanaantugas kepadaatasan langsungbendahara.

..
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(4) Tug~s-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dicantumkan dalam Surat
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal20

(1) Bendahara KPUDdan Bendahara Panwas tidak diperkenankan melakukan pembayaran atas
. beban pengeluaranyang tidaktersedia atau tidakcukuptersedia mata anggarannyadalam

DASK. .

(2) Be~dahara KPUDdan 'Bendahara Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak
dilengkapidengan bukti-buktipersyaratanyang lengkapdan sahsesual dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal21

(1) Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sebagai dasar pelaksanaan
belanja.Pilkadayang tercantum dalam DASK.

(2) SKOasli disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan salinannya disampaikan kepada Ketua
KPUDdan Ketua Panwas.

Pasal22

Pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan belanja Pilkada berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal23

(1) Ketua KPUDatau Ketua Panwas mengajukansurat permintaandana untuk pengisiankas
Bendahara KPUD dan/atau kas Bendahara Panwas kepada Sekretaris Daerah melalui
Bendahara Sekretariat Daerah.

(2) Surat permintaan dana untuk pengisian kas tahap pertama paling tinggi 15% (lima betas
persen) dart rencana kebutuhan pengeluaran yang dianggarkan dalam DASK.

. .

(3) Berdasarkan surat permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara
SekretariatDaerah mengajukanSPP-PKkepada PejabatPengelolaKeuanganDaerahuntuk
menerbitkan SPM-PK.

(~) Pejabat pengelola keuangan daerah menerbitkanSPM-PKtahap pertama paling lambat 2
(dua) hart kerja terhitung sejak diterimanya SPP-PKyang diajukan oleh Bendahara
SekretariatDaerah. .

. .

(5) SPM-PKasli yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada
Bendahara Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Ketua KPUDatau Ketua Panwas.

(6) Bendahara Sekretariat Daerah mengajukan SPM-PKkepadaBUDuntukmenerbitkanbllyet
. giroatas nama BendaharaSekretariatDaerah. .

(7) Bendahara Sekretariat Daerah selanjutnya meminta kepada bank yang ditunjuk agar bilyet
giro yang akan ditunaikan,ditransferdan dipindahbukukanke rekening BendaharaKPUD
dan Bendahara Panwas.

Pasal24

(1) Bendahara KPUDdan Bendahara Panwas melakukan pembayaran berdasarkan persetujuan
atasan langsung masing-masing bendahara. .
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(2) Bendahara KPUDdaD Bendahara Panwas tidak diperkenankan membuka rekening bank atas
nama pribadi atau atas nama orang lain., . .

(3) Pemb.ukaanrekeningbank atas nama BendaharaKPUDdaDBendaharaPanwasditetapkan ..

. dengan surat keputusanKetuaKPUDatau KetuaPanwas. . . .

(4) Bendahara KPUDdaD Bendahara Panwas sebagai wajib pungut pajak menyetorkan seluruh
basil penerimaan pemotongan pajak ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan
.perundang-undangan.

(5) Bendahara KPUD daD Bendahara Panwas sebagai wajib pungut pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus memperoleh NPWPdari kantor pelayanan pajak setempat.

(6) Bendahara KPUD daD Bendahara Panwas wajib menyetorkan ke kas daerah atas
.penerimaan komisl, rabat dart .pembayaran atau. pengadaan barang atau jasa daD
penerimaan .bunga danfatau jasa giro atau nama lain sebagal akibat dart penempatan uang
pada Bank. .

Pasal25

(1) Ketua KPUDatau Ketua Panwas mengajukan surat permintaan dana untuk penglsian kas
tahap berikutnya kepada Bendahara Sekretarlat Daerah paling tinggl sebesar uang yang
telahpipertanggungjawabkan berdasarkan permintaan dana untuk pengisian "kas
sebelumnya.

(2) Pengajuansurat permintaandana untuk pengisiankas tahap berikutnyawajibdilampirkan
dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas beban pengisian kas sebelumnya.. .

. (3) Atasdasar permintaan dana tersebut pada . ayat (2), Bendahara Sekretariat Daerah
mengajukan SPP-PKberikut bukti-buktl pengeluaran yang sah atas beban SPM-PK
sebelumnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(4) Penerbitan SPM-PKatas nama Bendahara Sekretariat Daerah tahap berlkutnya dilakukan
setelah bukti-buktl pengeluaran atas beban SPM-PKsebelumnya dlverifikasidaD dinyatakan
sah oleh fungsi verifikasi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

(5) Penerbitan SPM-PKtahap berikutnya paling lambat 4 (empat) hart kerja terhitung sejak SPP-
PKditerimaoleh PejabatPengelolaKeuanganDaerah. .

(6) Penerbitan SPM-PK,bilyet giro, transfer daD pemindahbukuan ke rekening Bendahara KPUD
daD l3endahara Panwas atas permlntaan dana tahap berikutnya berlaku ketentuan dalam
Pasal 23 pada ayat (5), ayat (6) daD ayat (7).

(7) Pada 'akhir pelaksanaan kegiatan, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
menerbltkan SPM-Nlhllatas pengeluaran sebelumnya sebagai' pengganti uang pengislan kas
yang sudah dipertanggungjawabkan oleh Bendahal? KPUDdaDBehdaharaPanwas.

Pasal26

(1) Untukkeperluanpembayarantunal sehari-hari,uang persediaanpada BendaharaKPUDdaD
BendaharaPanwaspalingtinggiRp10.000.000,OO(sepuluhjuta rupiah).

(2) Uang persediaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak termasuk untuk keperluan
belanjahonorariumdaDperjalanandinas. .

Pasal27

(1) Untuk pembayarankewajibanberdasarkan tagihanfpermintaan pembayaranyang diajukan
oleh pihak ketiga, Ketpa KPUDmenyampaikan surat permintaan dana kepada Sekretaris
Daerah melalui Bendahara Sekretariat Daerah.

9



1,)1'

(2) Tagihan/permintaan. pembayaran pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan persyaratanfbukti pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perund~ng-undangan.

(3) Setelah kelengkapan dan persyaratanfbukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) memenuhl ketentuan peraturan perundang-undangan, Bendahara Sekretariat Daerah
paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung sejak diterimanya sural permintaan dana dari
Ketua KPUD, mengajukan permintaan penerbitan SPM-BT kepada Pejabat Pengelola
KeuanganDaerah. .

(4) Penerbitan SPM-BT oleh Pejabat Pengelola Keuangan .Daerah dilakukan setelah
persyaratanfbukti pembayaran diverifikasidan dinyatakan sah oleh fungsi perbendaharaan
pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

(5) SPM-BTyang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pihak
. ketiga yang berhak atau yang diberi kuasa untuk menerima SPM-BTdengan tembusan

kepada Ketua KPUD.

Pasal28

(1) PihakKetigayang.berhak atau yang dikuasakan,menyerahkanSPM-BTkepada BUDuntuk
diterbitkan bilyet giro atas nama yang bersangkutan.

(2) Berdasarkan bilyet giro yang diajukan oleh pihak ketiga yang berhak atau yang dikuasakan
,ke bank yang ditunjuk, BUDmemindahbukukan ke rekening bank atas nama pihak ketiga
yang berhak.' .

(3) Besarnyapembayaran beban tetap yang diterimaoleh pihakketiga setelah diperhitungkan
beban pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal29

Apabila..sartlpai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pilkada masih terdapat sisa dana
APBD pada Bendahara KPUDatau Bendahara pengawas wajib disetor sepenuhnya ke Kas
Daerah. .

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN.

Pasal30

Ketua KPUDdan Ketua panwas secara administratif menyampaikan laporan penggunaan
belanja Pilkada kepadaKepala Daerah pada setiap pengajuan permlntaan dana Pilkada.

Pasal31

(1) Ketua KPUDdan Ketua Panwas menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana Pilkada kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak semua tahapan
pelaksanaan Pilkada be~akhirdengan tembusan kepada Kepala Daerah.

(2) Laporansebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikansetelah diperiksaoleh Badan
pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsionallainnya. .

I.
I
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Pasal32

Sisa barang persediaan Pilkada yang pengadaannya bersuniber' dari .dana APBDdiserahkan .
kembali oleh KPUDdan/atau Panwas kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan
terhitung sejak pelaksanaan Pilkadaberakhir dengan dilengkapi berita acara serah terima.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal33

(1) pendanaan . kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil. kepala daerah y~lng
diselenggarakanpada tahun 2005dibebankanpadaAPBNdan APBD..

(2) Dana yang bersumber dari APBNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
. . bentukbantuan pemerintahkepadapemerintahdaerah. .

(3).Bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengganti atas
sebagian pendanaan Pilkada yang telah dianggarkan dalam APBDyang akan disalurkan
langsung ke Kas Daerah.

(4) Sambil menunggu ditetapkannya alokasi bantuan dana Pllkada bersumber dari APBN,
Pemerintah Daerah wajlb menganggarkan terlebih dahulu secara keseluruhan kebutuhan
belarija Pilkada dalam masing-masing APBDTahun 2005.

(5) Bantuan dana Pilkada bersumber dari APBNsebagai pengganti atas sebagian pendanaan
Pilkadayang dianggarkandalamAPBDTahun 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dianggarkan dalam APBP pada Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan
uraian jenis pendapatan "Bantuan Dana Pilkada dart APBN"sesuai dengan kode rekening
berkenaan. .

Pasal34

(1) Bagi Daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang APBDTahun 2005, dengan
Peraturan Kepala Daerah dapat menetapkan DASKsebagal dasar pengeluaran belanja
Pilkadauntuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBDTahun 2005.

(2).Dalam hal Daerah belum menganggarkan atau telah menganggarkan belanja Pilkadadalam
APBD Tahun 2005 akan tetapl belum sesuai: dengan kebutuhan, dapat

.menyediakanfmenyesuaikananggaran m.endahuluiPerubahan APBDTahun 2005 dengan
tara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBDTahun 2005 sebagai
dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan

. APBDTahun 2005.

(3) P~nyediaan/penyesuaiananggaran Pilkadasebagaimana dimaksud'pada ayat (2) dapat
dilakukan dengan penghematan, pergeseran anggaran atau menggunakan Belanja Tidak
Tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .

. .

(4) pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk belanja
pegawai, kegiatan-kegiatari yang didanai dart Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan

" yang telah mengikatperjanjianatau kerjasamadengan pihakketiga.

Pasal35

Bagi Daerah yang telahmelaksanakan belanja Pilkada.tahun 2005, terhitung sejak
dltetapkannya peraturan inl supaya melakuk~1npenyesuaian penganggaran dan admlnlstrasi
penatausahaan sebagaimi:lnaditetapkandalamperaturanInt.

I
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal36

Fasilitasipengelolaandan pertanggungjawabanpendanaanpemilihanKepalaDaerahdan Wakil
Kepala Daerah bersumber dari APBDdilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi
Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri.

J
:,1

'I
,.
:1

pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2005

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF

Salinansesuai de~n aslinya
KEPALABIRO~UM,

.i..
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Lampiran I PeratlJran Menten Dalam Negen
Nomor : 12Tahun 2005
Tanggal : 16Maret2005

HARGASATUANTERTINGGI BELANJAPEGAWAI

JUMLAH HARGANO URAIAN KETERANGAN
VOLUME SATUAN (Rp)

1 2 3 4 5 6
I HONORARIUM

1. KPUProvinsl

a. Ketua 10rg erg/bin 2.000.000 masa kea paling
lama6 bulan

b. Anggota 4 erg org/bln 1.500.000 sda
2. 5ekretariat KPUProvinsi

a.. Sekretaris 10rg org/bln 600.000 sda
b. Kasubag 4 org org/bln 450.000 sda
c. Bendahara 10rg org/bln 350.000 sda
d. Pelaksana Borg erg/bin 300.000 sda

e. TenagaPendukung 5 org org/bln 250.000 sda

3. Anggota PoJga KPU Provinsi 10org org/bln 350.000 masa ke paling
lama2 bulan

4. KPUKabupaten/Kota

a. Ketua 10rg org/bln 1.500.000 masa kea paling
lama6 bulan

b.Anggota 4 org org/bln 1.250.000 sda
5. 5ekretariatKPUKabupaten/Kota

a. 5ekretaris 10rg org/bln 500.000 sda
b. Kasubag 4 org org/bln 350.000 sda
c. Bendahara 10rg org/bln 250.000 $da

d. Pelaksana Borg org/bln 200.000 sda

e. Tenaga Pendukung 5 org org/bln 150.000 sda

6. Anggota PoJga KPUKabupalen/ Kota 10org org/bln 250.000 masa kea paling
lama2 bulan

7. Panltla Pemllihan Kecamatan

a. Ketua 10rg org/bln 400.000
masa kea paling
lama6 bulan

. b. Anggota 40rg org/bln 350.000 sda

8. 5ekretarlatPanitlaPemliihan
Kecamatan

a. 5ekretaris 10rg org/bln 200.000 sda

b. Anggota 3 org org/bln 150.000 sda

9. PanitiaPemungutanSuara
a. Ketua 10rg org/bln 250.000 sda

b. Anggota 2 org org/bln 200.000 sda
10. 5ekretariatPanitiapemungutan5uara

a. Sekretaris 10rg org/bln 100.000 sda
b. UrusanTeknls

10rg org/bln 75.000 sda
Penyelenggaraan

c. Urusan TU Keuangan 10rg erg/bin 75.000 sda
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JUMLAH

I

NO I URAIAN

I VOLUME

HARGA I KETERANGAN

I

SATUAN (Rp)

2

11. I :nl:ggara
a. Ketua 10rg

I

org/ paket

I 150.000 I

paket

b. Anggota 6 org org/ paket 100.000 sda

c. Unmas 2 org org/ paket 100.000 sea

12. IPanwasProy!ns!

a. Ketua 10rg

I

erg/bin

I 2.250.000 I masa kea

paling
lama 6 bulan

'b. Anggota 40rg erg/bin
2.000.000 sea

13. ISekretarlat PanwasProylnsl

a. Urusan Keuangan 10rg erg/bin I 1.000.000 I sda

b. Stat Pendukung lalnnya 4 org erg/bin 1.000.000 sda

14. I panwas Kabupaten/Kota
a. Ketua 10rg org/bln

I 1.750.000 I sea

b.Anggota 40rg erg/bin 1.500.000 sda

16. I SekretartatPanwasKabupaten/Kota
a.UrusanKeuangan 10rg I org/bln I 250.000 I sda

b. Stat Pendukung lalnnya 4 org org/bln 200.000 sda

17. IPanwasKecamatan
a. Ketua 10rg

I

erg/bin I 4S0.000 I ,da

b. Anggota 2 erg org/bln 400.000 sea

18. I 5ekretartat PanwasKecamatan

a. Urusan Keuangan

I

10rg

I

erg/bin I 200.000 I sea

b. Stat Pendukung lainnya 2 erg erg/bin 150.000 sda

II IUANG LEMBUR

a. KPUProy!ns! paling lama 10 har!
set!ap bulan

b. KPUKabupatenjKota sda

MENTER! DALAM NEGER!,

ttd

H. MOH. MA'RUF
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Halaman2 - Pf!HNAS PROVINSI

JADWAL VOLUME
HARGA SATUANNO URAIAN JUMLAH

PELAKSANAAN*) UNIT SATUAN

1 Z S 4 S S 7

II BELANJA BARANG DAN JASA ............................

2.1. Ponggadaan Sarang daft Jon ............................
. .

Penggandaan
a. Panwas Provinsi . Prop x Rp - - KK Rp - .............,..............
b. Panwas KabupaWIIKola . KablKota x Rp - . KK Rp " ...."......................
c. panwas Kecama1an - Kocamatan x Rp . . KK Rp - ............................

IU BELANJAOPERASI ............................

3.1 Keporfuan Porteantoran ................"..........

PanwasProvlnst ..............................

a.AlotTui. Kantor(ATK) Rp - x bin - BLN Rp - ............................
b.Sidang/RapatKoord"m'" Rp .. x bin - BLN Rp - ............................

PanwasKabupatorvKOIa .....,......................

a. AIot Tulis Kantor (ATK) . KablKota .x Rp - x . bin - KB Rp - .....................".....
b. Sidang/Rapat Koooinasl . KabIKota x Rp . x - bin . KB Rp . ............................

panwasKecamatan ............................

a. AIotTub Kantor (ATK) - Kecamalan x Rp .. x - bin - KB Rp . ......................,.....
b. SldangIRapatKoordinaso . Kecamatan x Rp - x - bin - KB Rp - ............................

3.% RakeriPolalihan """"""""""""""

RakerlPelatihancIenganPanwas KabIKota(diProvlllSl) ......",...................

a. BlayaPelaksanaanRaker - KabIKotax Rp - x .. erg - KO Rp - ............................
b. BlayaPanitia - Prop. x Rp - - Pr Rp . ............................

RakarlPelatihandenganpanwasKecamata. (di provlnsl) ............................

a. BiayaPeJaksanaenRator .. Kecamalarx Rp - x - erg . Rp - ............................

b.BlayaPanitia .. KabIKotax Rp - - Rp - ..............,.............



............. , '" -".~ -~ !I! !'O! ~ !II!' W'-" """ "

Kelerangan : .,diIsi dengan es1ImasI jadwal dimulainye kegialan sampai dongan betaI<I1lmya kegiatan

n""- tanggal/balan/lahun
Panilla Pongawas Provinsi

Kotua,

landa tangan

( NamaJolas)

MENTERIDALAMNEGERI, .

ttd

H. MOH.MA'RUF

Halaman 3 - PANWAS PROVINSI

JADWAL VOLUME
HARGA SATUANNO URAIAN

PELAKSANAAN")
JUMLAH

UNIT SATUAN

1 Z , 4 S G 7

3.3 KolompokKoria ............................

PokjaPenyeiesaian Kasusdi Provinsl - Prop X - Pokja X - orgx..Rp - X - bin - OB Rp - ............................
PokjaPenyelosalanKasusdiKabIKota - Kal>lKola x - Polcjax - org x Rp - X - bin - OB Rp - ............................
PokjaPenyeiesaian KasusdiKecamatan - Kec. X - Pokjax - orgx Rp - x - bin - OB Rp - ............................

3.4 SowaGodungKantordi: ............................

..ProvinsI - KabIKotax Rp .. x - bin - KB Rp .. ............................
b. Kabupalen/KOia - Kal>lKOiax Rp - x .. bin - KB Rp .. ............................
c. Kecamatan - Kal>lKotax Rp - x - bin - KB Rp - ............................

,.& Porjalanan Dlnas ......n.""""",,""'"

PerjalananClnasPanwas Provinsl
-

............................

.. Inspeksi Ice KablKola - orgx KabIKota X Rp - - OK Rp - ............................
b. inspeksiIceKecamatan .. Olg X - Kecamatan(seleklil) x Rp - - OK Rp - ............................
c. Inspeksi Ice Desa/Kel - orgx - OesalKel (seleklil) x Rp - - OK Rp - ............................

PerjalananDlnas PariwasKabupatenIKote """',,"..........n.",,

e. Konsullaslke Provinsi - 019x - KabIKola x Rp - - OK Rp - ............................
b.lnspeksi IceKecamatan - 019x - Kecamatan(se'eklil) x Rp - - OK Rp .. ............................
c. Inspeksi Ice Desa/Kel .. orgx - DesalKeI(-I) x Rp .. x - KablKola .. OK Rp .. ............................

Pealanan DlnasPanwas Kecamatan ............................

.. Konsunaslke KablKota - Olgx - Kal>lKola x Rp - - OK Rp - ......"....................
b.lnspeksi ke Desa/Kel - orgx .. DesalKeI (seleklil) x Rp - x .. Kec. - OK Rp ............................

JUMLAH ............................

IV KDnlinjonsi 10 % dan Bolanja Barang dan Operasl ............................

JUMLAH PUTARAN I ............................



Urn_v

, !.'LA""'GAW"

L"~"'~'-"""'~"."~"
,.-.- ~-...~... * . ~

~ ::: I::._,----
,. """,...... "'""""-""'" .... ", . , .,", . ,., :: I:;._----,.-.",- _. .._. ...

* . ~
~ ::: I::

,. ,..."",..." ",,_. "'"" ,...""
,.~_.-.~-- .... :: : :: : ;:: ::: I::

_'.'~_L""""'L



-..,-,_..~.

" " "Ow.. "'",,ru. ,'""""'I '"IT ,,-,. .""""""'O"""" ..... .......,"0,"""°"..","°"" ......... .....'-- . .. =;;=..==- : '.........................- .. .. ..... .........
'" ."""AO""'" .............
,., """'O_"O ......... ..

.-."..".-
"""'",IQ . .... " .. ::: ",-- .- .. ., --"-" .......................-- ................

.".,-."" .._" : " " "..-- " ., '" --"-" ......................
U """"_0

""""'""'.',"-"_IT'"._-- -... .. " """ .-..-...,.- ." :it: " . .."."".""



~_.." o."-,,..~ ~ ,..
""~O~""

Oo"'""'"'~',:~:;""~-

MENTER! DAlAM NEGERI,

tld

H- MOH- MA'RUF

-,-.~_.~.

- u,......., - u-.
U ,."m,.".,.

,.."eo,",,"-, . - "".. -." " "'" f::=- ""..",-_._-"" .--.-". '" -. '" f-"-- "U _G._,-.. -.---- -.-..--
.- -." -. * " -------.---. -." -. * '" '.-.-.--------.-.-

U """'N'
"O",""""Oo_""..","
.,.-.-.",,'" -. .. ." "'m_.- -. -- ." " ----.----.m_. _ . '" " ----.-.-.-----
u_.- -. - ." " .-.-----._-----._.'"' - ... - .,, ' " .----.----

"""

'" "-j.".. """"."".,._,'=0,.....

., ----. -.



Lampiran VI Peraturan MenteriDalam Negeri
Nomor : 12 Tahun 2005
Tanggal : 16 Maret 2005

IFORMAT I
Ha'aman ... .a" ....

RENCANA ANGGARANSATUANKERJA S3B3

Provinsi/Kabupaten/Kota ...m.
Tahun Anggaran ...

TahunAnaaaran . """""""""""""""""""""'" """""""""""""""""""

Bidano Pemertntahan : xx ..............."""""'" .........................................

PeranokatDaerah : XX.xx .........................................................""""""""

Provinsijkabuoatenjkota . """""""""""""""""""""""""""""""""""""................

RINCIAN ANGGARAN BELANJA BAGI

HASIL DAN BANTU AN KEUANGAN

KODEREKENING URAIAN Jumlah

1 2 3
2 BELANJA
2 01 03 4 BEIANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN

2 01 03 4 1 BEIANJA BAGI HASIL

2 01 03" 1 1 B,',nj' Bag'Ha.' P,j"
2 01 03 4 1 1 1

2 01 03 4 1 1 2

2 01 03 4 1 1 .... ............ .......... ............... ......

201 03 4 1 2 ""'"J' BagIH"'" aukanPajak
2 01 03 4 1 2 1 ..... .......... ................. .......

2 01 03 4 1 2 2 ......... ........ ............................ .

2 01 03 4 1 1..... ......... ......... ............

2 01 03 4 2 B'IANJABANTUANK'UANGAN

2 01 03 4 2 1 B,',nj'Boo'"oo ""00'00"'p'.' P,m"'ntahKab"p,',n/Kota
2 01 03 4 2 1 1 .................................................... ............

2 01 03 4 2 1 2 ...................................................................................................

2 01 03 4 2 1 .... ........ .................. ........... .........

2 01 03 4 2 2 ""',nja BantuanK,""n,an ",pads -,,tah O""I",I",ahan
2 01 03 4 2 2 1

2 01 03 4 2 2 2

2 01 03 4 2 2 ....

2 01 03 4 2 3 B"'nja Bantuan-noon Kapada""'a". """"""",katan
2 01 03 4 2 3 1 ................ ............... .................

201 03 4 2 3 2 ......... ...................................................... ........



Cars Pengisian Formulir 5383

6.

Tehun anggaran dllsldengan tahun anggaran yangdirencanakan.
Bidang Pemerintahan dlisi dengan nomor kode bidang dannama bidang pemerintahan daerah
yang dltangani satuan kerja perangkat daerah.
perangkat daerah diisl dengan nomor kede perangkat daerah don nama satuan kerja perangkat
daerah.
Provinsl/kabupaten/kota diisidengan nama provinsi/kabupaten/kota.
Kolom 1 (kode rekening) diisl dengan dengan nomor kode rekening
kelompokfjenis/objekfrindan abjek belanja bagl hasll don bantuan keuangan .
Kolom2 (uraian) diisidengan nama kelompok, jenis, obyek d~n rinclan obyek belanja bagi hasll
dan bantuan keuangan.
Kolom3 Uumlah rupiah) diisi dengan jumlah uraian rinclan obyek. Sellar jumlah uraian rincian
obyek belanja bagi hasH don bantuan keuangan dijumlahkan menjadi jumlah rindan obyek
belanja bagi hasH don bantuan keuangan. Setiap jumlah rindan obyek belanja bagi hasH don
bantuan keuangan pada masing-masing obyek belanja bagl hasH don bantuan keuangan

1.
2.

3.

4.
5.

7.

KODE REKENING URAIAN Jumlah

,1 2 3
201 03 4 2 3 .... .......... ............. ........... .....

2 01 03 4 2 4 Be""j' "'"t",n Ke."",,," Ke""" O'g,"i" Prof'"
2 01 03 4 2 4 1
2 01 03 4 2 4 2 ........

2 01 03 4 2 4 ....

2 01 03 4 2 5 Belanja PILKAOA
2 01 03 4 2 5 1 Bel'"j, KPUD.-..................
2 01 03 4 2 5 2 BelanjaPanwa. .............................
2 01 03 4 2 5 ... ................. ......... .......... """

Jumlah

Catatan Pimpinan

1. Rindan kede rekenlng 2.01.03.4.2.5.1. Belanja KPUD ....n.
Nama Daerah,

TanggalfBulan/Tahuntercantum dalam Lampiran I don rindan kede rekenlng Jabatan PimpinanUnitKea2.01.03.4.2.5.1. Belanja Panwas ten:antum dalam
LampirariII yang merupakan baglan yang tak terpisahkandari lIdfonnullr53B3Inl.

Nama: ...... .................. .......
NIP.

Keteranaan :
Tanaaal Pembahasan :
Catatan HasHPembahasan :
1.
2.
dst

Tim Anggaran Eksekutif Daerah:
No Nama NiP Jabatan Tandatangan
1
2

dst



selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja bagi hasH dan bantuan keuangan berkenaan.
5etiap obyek belanja bagi hasHdan bantuan keuangan pada masing-masing jenis belanja bagi
hasHdan bantuan keuangan kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja bagi hasHdan
bantuahkeuangan. '

8. Baris jumlah pada kolom 3 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja bagi hasHdan
bantuan keuangan yang tercantum dalam kolom 3.

9. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan 53B3.
10. Formulir' 53B3 ditandatangani oleh 5ekretaris Daerah dengan mencantumkan nama dan NIP

yang bersangkutan.
11. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasanformulir 53B3 oleh tim anggaran eksekutif daerah. .

ApabHaterdapat catatan dari hasHpembahasanoleh tim anggaran eksekutif untuk mendapatkan
perhatian 5ekretaris Daerahdicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan.

12. 5eluruh anggota tim anggaran eksekutif daerah menandatangani formulir 53B3 yang telah
dibahas yang dHengkapidengan nama, NIP dan jabatan .

13. Formulir 53B3 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
14. ApabHa Formulir 53B3 lebih ,dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman.

MENTER! DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF



LAMPlRAN I Formalir 5383

IFORMAT I
Halaman ..;darl ....

RENCANA ANGGARANSATUANKERJA S3B3.1

Provinsi/Kabupaten/Kota '"'",'"

Tahun Anggaran on

Tahun Anooaran . """.""""""""., ".""""."."""""""""" """"'"

Bidano Pemerintahan : xx """. "."" "."" "".."""."""""..".,

Peranokat Daerah : XX.XX ."""""""""""" """"""""""""""""""""".

Provinsl/kabuDaten/kota . "".""...""".........""""""""""""...""....""""""""""""""

RlNCIAN ANGGARAN BELANJA KPUD
NOMOR

URAlAN Jumlah
URUT

1 2 3

1 Belanja Pegawai
1 1 Hono""ium

a. KPaD.....".....

Ketua

Anggoto

b. S,k"tadat KPaD""".........

S,kretor;s

Kosu""g

...................
Co.............................

1 2 ........"....""."."""......"."....

2 Belanja Barang/Jasa
2 1 ......"..........".......................

3 Belanja Operas;
3 1 ........".........................,.......

Jumlah
4 Belanja KDntijensl

Jumlah

Catalan Pimpinan

Nama Daerah,
TanggalfBulan(Tahun

Jabatan Plmpinan Unit Kea

ttd

Nama: ""'" . """" " """." ,

NIP.

Keteranoan :

Taneaal Pembahasan :



Cara Pengisian Lampiran I Formulir 5383.1

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
2, Bidang Pemerintahan diisidengan nomor kode bidang don nama bidang pemerlntahan

daerah yang ditangani saloon ke~a perangkat daerah,
3, Perangkat daerah diisi dengan nom or kode perangkat daerah don nama saloon ke~a

perangkat daerah,
4. Provinsifkabupaten/kata diisi dengan nama provinsifkabupaten/kota,
5, Kalam 1 (Nomor Ural) diisi dengan dengan namor ural belanja,
6, Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian rincian belanja KPUD yang digunakan untuk belanja

KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diusulkan.
7, Kolom 3 (jumlah rupiah) diisi denganjumlah uraian rincian belanja, kemudian masing-

masing dijumlahkan menjadi jumiah anggaran belanja pegawai, barang/jasa, operasi don
kontijensi.

8. Baris jumlah pede kolom 3 merupakan penjumlahan dar! seluruh belanja pegawai,
barang/jasa, operasi don kontijensi dalam kolom 3.

g. Tanggal, bulan, tahun d!isi berdasarkan pembuatan 53B3,1.
10, FormuHr 5383,1 ditandatanganl oieh 5ekretaris Daerah dengan mencantumkan nama don

NIP yang bersangkutan,
11. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir 53B3,l oleh tlm anggaran eksekutlf

daerah, Apabila terdapat catalan dari hasH pembahasan oleh tim anggaran eksekutif daerah
untuk mendapatkan perhatian 5ekretaris Daerah dicantumkan daiam koiom catalan hasH
pembahasan.

12, 5eluruh anggota tim anggaran eksekutlf daerah menandatangani formulir 53B3,l yang telah
dibahas yang dHengkapi dengan nama, NIP don jabatan .

13,Formulir 5383,1depotdiperbanyaksesuaidengankebutuhan,
14,ApabHa Formulir 53B3.1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor ural

halaman.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H, MOH. MA'RUF

/MANGALA SIHITE, SH. MM

Catalan HasHPembahasan :
1.
2,
dst

Tim AnggaranEksekutifDaerah:
No Nama NiP Jabatan Tandatangan
1
2

dst



IFO~TI

LAMPlRAN n Formulir5363

Ha'aman ... da. ....
.

RENCANA ANGGARANSATUANKERJA. S3B3.1

Provinsi/Kabupaten/Kota .......
Tahun Anggaran ...

Tahun AnQQaran ...... .............................. .......... ........................

BidanoPemerlntahan : xx ..............................."........................................
PeraookatDaerah : XX.XX ............................................ .......................

Provinsl/kabuoaten/kota . ........"................................................................................

RINCIAN ANGGARANBELANJAPANWAS
NOMOR

URAIAN Jumlah
URUT

1 2 3
1 Belanja Pegawai
1 1 Hono"uium

a. Panma Pengawa' ........
"""'a

Anggota

b. Sekreta.at panltia Pengawa< ...........
-'"-
...................
c. .............................

1 2 ...........................................

2 Belanja Barang/Jasa
2 1 ........-................-...............

3 Belanja Operas;
3 1 ...........................................

Jumlah
4 Belanja Kontijensi

Jumlah

Catatan' Pimpinan

Nama Daerah.
Tanggal/BulaniTahun

Jabatan Pimp!nan Unit Kerja

ttd

Nama: ......................... ...........
NIP.

Keteranqan :



Cara Pengisian Lampiran II Formulir S3B3.1

1. Tahun anggaran diisidengan tahun anggaranyang direncanakan.
2. 8idang Pemerintahan diisl dengan nomor kode bidang dan nama bidang pemerintahan

daerah yang ditanganisatuan kerjaperangkatdaerah.
3. Perangkat daerah diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja

perangkatdaerah.
4. Provinsijkabupatenjkotadiisidengan nama provinsijkabupatenjkota.
5.. Kolom1 (Nomor Urut) diisidengan dengan nomorurut belanja.
6. Kolom2 (uraian)diisidengan uraianrincianbelanjaPanitiaPengawasyang digunakanuntuk

belanja PanitiapengawasProvinsiatau KabupatenjKotasesuai dengan kebutuhan.
7. Kolom3 (jumlah rupiah) diisi dengan jumlah uraian rincian belanja, kemudian masing-

masing dijumlahkanmenjadi jumlah anggaran belanja pegawai, barangjjasa, operasi dan
kontijensi. .

8. Baris jumlah pada kolom 3 merupakan penjumlaha~ dari seluruh belanja pegawai,
barangjjasa, operasi dan kontijensi dalam kolom3.

9. Tanggal, bulan, tahun diisiberdasarkan pembuatan 5383.1.
10. Formulir 53B3.1 ditandatangani oleh 5ekretaris Daerah dengan mencantumkan nama dan

NIPyang bersangkutan.
l1.Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir 53B3.1 oleh tim anggaran eksekutif

daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran eksekutif daerah
untuk mendapatkan perhatian 5ekretaris Daerah dicantumkan dalam kolom catatan hasH
pembahasan. .

12. 5eluruh anggota tim anggaran eksekutif daerah menandatangani formulir 5383.1 yang telah
dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIPdan jabatan .

13. Formulir 5383.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
14. Apabila Formulir 5383.1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut

halaman.

MENTER!DALAMNEGERI,

ttd

H. MOH.MA'RUF

7

TanggalPembahasan .
Catatan Hasil Pembahasan
1. ,
2.
dst

Tim Anggaran Eksekutif Daerah:
No Nama NiP Jabatan Tandatangan
1
2

dst



Lampiran VII Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 12 Tahun 2005
Tanggal : 16 Maret 2005

I FORMAT I Halaman ... dari ....

NOMOR DASK
DOKUMEN ANGGARANSATUANKERJA D3B3

2 xx xx 4

Provinsi/Kabupaten/Kota .......
Tahun Anggaran ...

TahunAnqqaran .. """"""""""""""""""""""""""""""""""".............".....

BidanQPemerintahan : xx .......... ................... ............................................

Peranqkat Daerah : xx. xx ............................."..........................................

Provinsil kabuDaten/ kota .. ..........................................................................................

REI(APITULASI ANGGARAN BELANJA BAGI

BASIL DAN BANTUAN IffiUANGAN

KODE REKENING URAIAN Jumlah

l
'

2 3

2 BELANJA

2 01 03 4 BELANJABAGI HASILDANBANTUANKEl!ANGAN

2 01 03 4 1 BELANJABAGIHASIL

2 01 03 :4 1 1 BelanjaBagiHasilPajak
2 01 '03 4 1 1 1 ..........................................................................................................,.

2 01 03 4 1 1 2 ............................................................................................................

2 01 03 4 1 1 .... .......................,....................................................................................

2 01 03 4 1 2 BelanjaBag!HasilBukanPajak

2 01 03 4 1 2 1 ............................................................................................................

2 01 03 4 1 2 2 ............................................................................................................

2 01 03 4 1 1 ..... """""""""""""""""""""""""""""""""""......................................

2 01 03 4 2 BELANJA BANTUAN KEUANGAN

2 01 03 4 L 1 BelanjaBantuanKeuanganKepadaPemerintahKabupaten/Kota
2 01 03 4 2 1 1 ............................................................................................................

2 01 03 4 2 1 2 ............................................................................................................

2 01 03 4 2 1 .... ............................................................................................................

2 01 03 4 2 2 BelanjaBantuanKeuanganKepadaPemerlntahDesa/Kelurahan
2 01 03 4 2 2 1 """"""""""""',""""""""""""""""""""""""""""'"........................

2 01 03 4 2 2 2 ..........................................................................."""""""""""""""'"
2 01 03 4 2 2 .... ............................................................................................................

2 01 03 4 2 3 BelanjaBantuanKeuanganKepadaOrganlsaslKemasyarakatan
2 01 03 4 2 3 1 ............................................................................................................

2 01 03 4 2 3 2 ............................................................................................................



KODE REKENING URAIAN Jumlah

3i1 I
2 10110314l2l3 2I .... I ,........

2 01 03 4 2 4 IBelanjaBantuanKeuanganKepadaOrganlsasiProfesl.
2 01 03 4 2 4 1 I............................................................................................................

2 01 03 4 2 4 2 I ............................................................................................................

2 01 03 4 2 4 I I "...............................................................................................

2 01 03 4 2 5 Belanja PILKADA

2 01 03 4 2 5 1 Belanja KPUD.......................

2 01 03 4 2 5 2 Belanja Panwas .............................
2 01 03 4 2 5 ... """"""

Jumlah

Rencana Penarikan Dana Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan
Keuangan pertriwulan Pimpinan

Rp. . .......

Nama Daerah,
TanggaljBulan{fahun

Jabatan PimpinanUnitKerja

Triwulan I
TriwulanII
TriwulanIII
TriwulanIV
Jumlah

Rp. ...........................

Rp. \..........................
Rp. ~""""""""""""""-'-"""""'" ttd
Rp. ............

Nama: .....................................
NIP.

Cara Pengisian Formulir D3B3

1. NomorDASKdiisidengan angka 2 untuk kode anggaran belanja, selanjutnyadiisidengan
nomor kode bidang pemerintahan, nomor kode perangkat daerah, nomor kode kelompok
belanja bagi hasHdan bantuan keuangan diisidengan kode 4.

2. Tahun anggaran diisidengan tahun anggaran yang direncanakan.
3. Bidang Pemerintahan diisi dengan nomor kode bidang dan nama bidang pemerintahan

daerah yang ditanganisatuan kerja perangkatdaerah. .

4. Perangkat daerah diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja
perangkatdaerah. .

5. Provinsijkabupatenjkota diisi dengan nama provinsijkabupatenjkota.
6. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan dengan nomor kode rekening

kelompokjjenisjobjekjrincian objek belanja bagi hasHdan bantuan keuangan .
7. Kolom2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja bagi

hasHdan bantuan keuangan.
8. Kolom 3 (jumlah rupiah) diisi dengan jumlah uraian rincian obyek. Setiap jumlah uraian

rincian obyek belanja bagi hasHdan bantuan keuangan dijumlahkan menjadi jumlah rincian
obyek belanja bagi hasHdan bantuan keuangan. Setiap jumlah rincian obyek belanja bagi
hasH dan bantuan keuangah pada masing-masing obyek belanja bagi hasH dan bantuan
keuangan selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja bagi hasHdan bantuan keuangan
berkenaan. Setiap obyek belanja bagi hasH dan bantuan keuangan pada masing-masing
jenis belanja bagi hasHdan bantuan keuangan kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis
belanja bagi hasHdan bantuan keuangan.

9. Baris jumlah pada kolom 3 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja bagi hasil
dan bantuan keuangan yang tercantum dalam kolom3.

10. Rencana penarikan dana belanja bagi hasH daMbantuan keuangan setiap triwulan selama
tahun anggaran yang direncanakan, diisi dengan jumlah yang disesuaikan dengan rencana
kebutuhan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara
membagi 4 dari jumlah yang direncanakandalam satu tahun anggaran. Keakurasiandata

2



pelaksanaan anggaran pertriwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan
mengendalikan likuiditas kas daerah serta penerbitan Surat Keputusan Otorisasi.

11. Formulir 0383 dapatdiperbanyaksesuaidengankebutuhan. . .

12. Apabila Formulir 0383 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman.
13. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan 0383.
14. Formulir 0383 ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah dengan

mencantumkan nama dan NIP yang bersangkutan.

I~

.
t
~

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF

, .

~



LAMPlRAN I Formulir D3B3

I FORMAT' Halaman ... dari ....

DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA D3B3.1

Provinsi/Kabupaten/Kota .......
Tahun Anggaran ...

Tahun AnQQaran .. ...................................................................................""'"

BidanQPemerintahan : xx .........................................................................

Peranqkat Daerah : xx.xx """""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Provinsitkabupatent kota .. ..........................................................................................

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KPUD

(KodeRekenine:: 2.01.03.4.2.5.1)
NOMOR URAIAN Jumlah

URUT
1 2 3

1 Belanja pegawai
1 1 Honorarium

a.KPUD ............

Ketua

Anggota

b. Sekretariat KPUD...............

Sekretarls
I Kasubag

...................
c. ............................

1 2 ...........................................

2 Belanja Barang/Jasa
2 1 ...........................................

3 Belanja Operasi
3 1 ...........................................

Jumlah
4 Belanja Kontijensi,

Jumlah

Rencana Penarikan Dana Belanja Pilkada untuk KPUD Pimpinan

TriwulanI Rp. .... ....... .................................
Nama Daerah,

TriwulanII Rp. ............................................
TanggaljBulan{Tahun

Trlwulan III Rp..... ........................................ Jabatan PimpinanUnitKerja

TriwulanIV Rp. ...................................... ......
Jumlah Rp. ............................................ ttd

Nama: """""""""""""""""'"
NIP.



Cara Pengisian Lampiran I Formulir D383.1

1. Tal1unanggaran diisidengantahun anggaranyang direncanakan. .

2. 8idang Pemerintahan diisi dengan nomor kode bidang dan nama bidang pemerintahan
daerah yang ditangani satuan kerja perangkat daerah.

3. Perangkat daerah diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja
perangkat daerah.. .

4. Provinsi/kabupaten/kota diisidengan nama provinsi/kabupaten/kota.
5. Kolom1 (Nomor Urut) diisidengan dengan nomor urut belanja.
6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian rincian belanja KPUOyang digunakan untuk belanja

KPUProvinsiatau Kabupaten/Kota susuai dengan kebutuhan anggaran yang diusulkan.
7. Kolom 3 (jumlah rupiah) diisi dengan jumlah uraian rincian belanjar kemudian masing-

masing. dijumlahkan menjadi jumlah anggaran belanja pegawair barang/jasar operasi dan
kontijensi. .

8. 8aris jumlah pada kolom 3 merupakan penjumlahan dari seluruh belanja pegawair
barang/jasar operasi dan kontijensi dalam kolom3.

9. Rencana penarikan dana belanja Pilkada untuk Panitia Pengawas setiap triwulan selama
tahun anggaran yang direncanakanr diisi dengan jumlah yang disesuaikan dengan rencana
kebutuhan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara
membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data
pelaksanaan anggaran pertriwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan
mengendalikan likuiditaskas daerah serta penerbitan Surat Keputusan Otorisasi.

10. Tanggalr bulan, tahun diisiberdasarkan pembuatan 0383.1.
11. Formulir 0383.1 ditandatangani oleh Sekretaris Oaerah dengan mencantumkan nama dan

NIPyang bersangkutan.
12. Formullr 0383.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
13. Apabila Formulir 0383.1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut

halaman.

MENTERIDALAMNEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF



LAMPIRAN II Formulir D3B3

I FORMAT' Halaman ... dari ....

DOKUMENANGGARANSATUANKERJA D3B3.1

Provinsi/Kabupaten/Kota .......
Tahun Anggaran ...

Tahun Anggaran

Bidang Pemerintahan

Perangkat Daerah

Provinsi/kabupatenl kota

.. .....
: xx ...........
: xx. xx .........................................................................
.. ..........

NOMOR
URUT

1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PANWAS
(Kode Rekening : 2.01.03.4.2.5.2)

URAIAN

2

Jumlah

3
1
1 1

Belanja pegawai
Honorarium

a. panitia pengawas ........
Ketua

Anggota

b. Sekretariat panitia pengawas ...........
Sekretaris

Kasubag

...................
c..............................

1 2 ...........

2
2

Belanja Barang/Jasa
1 .

3
3

BelanlC1_9perasi
1 . .. ... .. .. .. .. .. ... ... ..

Jumlah
4 Belanja Kontijensi

Jumlah

Rencana Penarikan Dana Belanja Pilkada untuk Panwas Pim~inan

Rp. ............................................

Nama Daerah,
Tanggal/Bulan/Tahun

Jabatan Pimpinan UnitKerja

TriwulanI
TriwulanII
TriwulanIII
TriwulanIV
Jumlah

Rp. ............................................
Rp. ............

Rp. ...........
Rp. .........-................................. ttd

Nama: .....................................
NIP.



"

Cara Pengisian Lampiran II Formulir D3B3.1

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
2. Bidang Pemerintahan diisi dengan nomor kode bidang dan nama bidang pemerintahan

daerah yang ditangimi satuan kerja perangkat daerah.
3. Perangkat daerah diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja

perangkat daerah.
4. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsifkabupaten/kota.
5. Kolom 1 (Nomor Urut) diisi dengan dengan nomor urut belanja.
6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian rincian belanja Panitia Pengawasyang digunakan untuk

belanja Panitia Pengpwasprovinsi atau kabupaten/kota susuai dengan kebutuhan.
7. Kolom -3 (jumlah rupiah) diisi dengan jumlah uraian rincian belanja, kemudian masing-

masing dijumlahkan menjadi jumlah anggaran belanja pegawai, barang/jasa, operasi dan
kontijensi.

8. Baris jumlah pada kolom 3 merupakan penjumlahan dari seluruh belanja pegawai,
barang/jasa,operasidan kontijensidalamkolom3. .

9. Rencana penarikan dana belanja pilkada untuk Panitia pengawas setiap triwulan selama
tahun anggaran yang direncanakan, diisi dengan jumlah yang disesuaikan dengan rencana
kebutuhan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara
membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data
pelaksanaan anggaran pertriwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan
mengendalikan likuiditas kas daerah serta penerbitan Surat Keputusan Otorisasi.

10.Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan 03B3.1.
11. Formulir D3B3.1 ditandatangani oleh Sekretaris Oaerah dengan mencantumkan nama dan

NIP yang bersangkutan.
1,2.Formulir D3B3.1 dapat diperbanyak sesuaidengan kebutuhan.
13. Apabila Formulir'03B3.1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut

halaman.

MENTERI DALAMNEGERI, l

ttd

H. MOH.MA'RUF

Salinansesuaidengarfaslinya
KEPALABIRO~UM,

-MANGALASIHITE,SH.MM
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